
SALINAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2016 

TENTANG 
PERUBAHAN  ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA  SURABAYA, 

Menimbang : a.  bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c dan Pasal 
156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah maka dalam rangka pemungutan 
Retribusi lzin Gangguan di wilayah Kota Surabaya, telah ditetapkan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Retribusi lzin Gangguan; 

b. bahwa dalam rangka mengurangi beban kepada masyarakat
khususnya dalam mengajukan herregistrasi/daftar ulang lzin
Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 serta sehubungan dengan adanya
perkembangan perekonomian maka ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi lzin Gangguan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblad 1926
Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad
1940 Nomor 450;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah/ Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3029);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5492);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5512);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap
Pemberian lzin Undang-Undang Gangguan;
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4  Tahun 2010 tentang
lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8
Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 6);

 

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 16).
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan 

WALIKOTA SURABAYA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 6) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 

(1) Besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Luas tempat usaha lebih kecil sama dengan 100 m² (seratus
meter persegi) sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

b. Luas tempat usaha lebih besar dari 100 m² (seratus meter
persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi)
sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Luas tempat usaha lebih besar dari 500 m² (lima ratus meter
persegi) sampai dengan 900 m² (sembilan ratus meter
persegi)  sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu
rupiah);

d. Luas tempat usaha lebih besar dari 900 m² (sembilan ratus
meter persegi) sebesar Rp. 2.000,-/m² (dua ribu rupiah per
meter persegi).

(2) dihapus. 

(3) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin ditetapkan sebesar 100% 
(seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku. 

(4) Besarnya tarif retribusi perubahan jenis usaha ditetapkan 
sebesar 100%(seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku. 
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2. Diantara Bab XX dan Bab XXI ditambahkan 1 (satu) Bab baru yaitu
Bab XXA dan diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan
1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

BAB XXA 
KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 25A 

Permohonan Izin Gangguan yang diajukan sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini, maka besarnya tarif retribusi berpedoman 
pada  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Retribusi lzin Gangguan. 

Pasal lI 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 9 Mei 2016 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 9 Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 14 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 91-3/2016. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd.  

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
     NOMOR  4  TAHUN  2016 

TENTANG 
PERUBAHAN  ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

I. UMUM 

Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c dan Pasal 156              
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah maka dalam rangka pemungutan Retribusi lzin Gangguan di wilayah Kota 
Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Retribusi lzin Gangguan. 

Terhadap herregistrasi/daftar ulang izin gangguan merupakan instrumen 
Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian sehingga dapat 
diketahui apakah suatu perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha 
sesuai izin yang diterbitkan sehingga dalam hal mengajukan herregistrasi/daftar 
ulang lzin Gangguan tidak diperkenankan dipungut retribusi dan sehubungan 
dengan adanya perkembangan perekonomian maka ketentuan dalam Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 perlu ditinjau kembali. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mengurangi 
beban kepada masyarakat khususnya dalam mengajukan herregistrasi/daftar ulang 
lzin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 dan diharapkan agar peraturan mengenai pemberian izin gangguan 
dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum 
terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitas lokasi usaha dan/atau 
kegiatan tertentu. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  

Angka 1 

Pasal 10  : Cukup Jelas 

Angka 2 

Pasal 25A : Cukup Jelas 

Pasal II : Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 11 




